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ABSTRACT

According to Presidential Decree Number 109 of 2020 concerning the
Acceleration of the Implementation of National Strategic Projects, the President
has determined 201 projects and 10 National Strategic Project programs, one of
which is the Padang - Pekanbaru Toll Road Land Acquisition project connecting
West Sumatra Province with Riau Province. The Padang - Pekanbaru Toll Road
consists of five sections, one of which is the Padang - Sicincin Toll Road section
which from 2018 until now has not been operational. The Padang - Sicincin Toll
Road has gone through two location determinations, the determination of the 4.2
km Trase | location and the determination of the 32.4 km Trase 1l location.

The research method used is the juridical - empirical research method.
Where in this study juridical is a norm (das sollen) and empirical is a social and
cultural reality (das sein). The informant selection technique for this study used
the purposive sampling technique where the data taken was in the form of primary
data and secondary data. The research data were analyzed based on data analysis
techniques according to Miles and Huberman.

The results of this study are that the Land Acquisition mechanism for the
Padang - Sicincin Trase | Toll Road refers to Law Number 2 of 2012 and the
Padang - Sicincin Trase Il Toll Road refers to Law Number 2 of 2012, followed by
Government Regulation Number 19 of 2021, to Government Regulation Number
39 of 2023. Where the progress of the land acquisition still has 118 plots that have
not been paid for on Trase I, and 72 plots that have not been released on Trase I1.
The most crucial problems are the inconsistency of the contents of the DPPT, the
uneven distribution of socialization, and the community rejecting the

compensation value. So this study provides solutions to resolve these problems.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia setiap tahun semakin
meningkat. Berdasarkan hasil data sensus penduduk yang diunggah oleh
Badan Pusat Statistik (BPS) pada tanggal 27 Juni 2023, tercatat data jumlah

penduduk di Indonesia pada pertengahan tahun 2023 telah mencapai 278,6
juta jiwa. Tidak heran hingga saat ini berdasarkan situs statistik real-
time Worldometers (2023), Indonesia tercatat sebagai negara keempat dengan
penduduk terbanyak di dunia setelah negara India, China, dan Amerika
Serikat. Dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia, Indonesia
telah menerapkan kebijakan ekonomi yang beragam jumlahnya sebagai upaya
untuk memperbaiki standar hidup penduduknya untuk meningkatkan
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Wardhana dkk, 2020).

Semakin bertambahnya jumlah penduduk suatu negara, semakin
bertambah pula kebutuhan pembangunan infrastruktur di negara tersebut. Hal
ini dikarenakan semakin meningkatnya kebutuhan individu maupun
kebutuhan kelompok di masing-masing negara. Mulai dari kebutuhan
kesehatan, pendidikan, transportasi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu,
pemerintah dituntut untuk bisa menciptakan berbagai program pembangunan
yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan penduduk negara tersebut, salah
satunya adalah pembangunan infrastruktur. Namun, pembangunan
infrastruktur tentu saja tidak luput dari kebutuhan akan tanah. Tanah pada
prinsipnya memiliki peran penting bagi pemerintah untuk melaksanakan
pembangunan (Jatmiko 2022,1). Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945
pada Pasal 33 ayat (3), yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Sehingga, pemerintah  berhak
menyediakan tanah untuk dipergunakan sebaik mungkin dalam pembangunan

infrastruktur demi kepentingan seluruh rakyatnya.


https://www.bps.go.id/publication/2023/11/06/7807339c2dfaed0ca8e0beaa/indikator-kesejahteraan-rakyat-2023.html

Pembangunan infrastruktur telah menjadi bagian dari proyek pada
masa pemerintahan Presiden Joko Widodo semenjak tahun 2016 yang di beri
nama Proyek Strategis Nasional (PSN), yang skala proyeknya bersifat
strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan
pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan di daerah.
Menurut Perpres Nomor 109 Tahun 2020 tentang Pecepatan Pelaksanaan
Proyek Strategis Nasional (PSN), Presiden Joko Widodo menetapkan
percepatan PSN terdiri dari 201 proyek dan 10 program. Salah satunya yaitu
diadakannya proyek Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum guna
memenuhi kebutuhan infrastruktur atau fasilitas umum di tiap-tiap daerahnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan
Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, menjelaskan bahwa
Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi
ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Pengadaan
Tanah untuk Kepentingan Umum bertujuan menyediakan tanah bagi
pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan  dan
kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin
kepentingan hukum pihak yang berhak. Pihak yang berhak dimaksud yaitu
pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah berupa tanah,
ruang atas tanah dan ruang bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang
berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai dan selanjutnya akan
diganti rugi oleh instansi yang memerlukan tanah dengan seadil-adilnya dan
selayak-layaknya.

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang dimaksud di dalam
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 salah satunya yaitu pengadaan tanah
jalan tol. Jalan tol dikenal sebagai jalan yang dilalui oleh kendaraan roda
empat dimana menghubungkan antar kota dan provinsi dan menjadi alternatif
para pengendara untuk menempuh jalur perjalanan dengan jauh lebih cepat
dan jauh lebih nyaman. Menurut laman website Detikfinance yang di unggah
pada tanggal 08 September 2020, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam wawancaranya saat menghadiri



ground breaking jalan tol akses BIJB di Kertajati Majalengka pada tanggal 07
September 2020 mengungkapkan, ada tiga proyek jalan tol yang jadi prioritas
pemerintahan Presiden Joko Widodo di dalam Proyek Strategis Nasional
(PSN) saat ini, yaitu Proyek Jalan Tol Yogyakarta — Solo, Proyek Jalan Tol
Palembang — Betung — Jambi, dan Proyek Jalan Tol Pekanbaru — Padang.
Namun, dari ketiga proyek jalan tol tersebut pembangunan Jalan Tol
Pekanbaru — Padang masih termasuk kedalam pembangunan jalan tol yang
berprogres cukup lambat.

Proyek Jalan Tol Pekanbaru — Padang ini sudah dimulai sejak bulan
Februari tahun 2018. Dimana jalan tol ini terbagi atas 5 seksi yaitu seksi 1
Pekanbaru — Bangkinang, seksi 2 Bangkinang — Pangkalan, seksi 3 Pangkalan
— Payakumbuh, seksi 4 Payakumbuh — Sicincin, dan seksi 5 Padang —
Sicincin. Dari kelima seksi Jalan Tol Pekanbaru — Padang ini, dua diantaranya
sudah dimulai pembangunan sejak pembukaan proyek jalan tol di tahun 2018
tersebut, yaitu terdapat pada seksi Pekanbaru — Bangkinang di Provinsi Riau

dan seksi Padang — Sicincin di Provinsi Sumatera Barat.

SEKSI 2
Bangkinang-
Pangkalan

SEKSI 1
Pekanbaru-
Bangkinang

SEKSI 3
Pangkalan-
Payakumbuh

RIAU

SEKSI 4
Payakumbuh-

Sicincin

SEKSI S
Sicincin-
Padang

Par]igr'g: 255 km
Gambar 1 Seksi Jalan Tol Pekanbaru — Padang
Sumber : Bahan Ekspos Dishub Provinsi Riau (2019)

Berdasarkan kedua seksi Jalan Tol Pekanbaru — Padang yang telah

dimulai pembangunannya tersebut, seksi Jalan Tol Pekanbaru — Bangkinang
sudah mulai beroperasi sejak tanggal 27 Oktober 2022 dan telah diresmikan
oleh Presiden Joko Widodo diawal tahun 2023 yaitu pada tanggal 04 Januari



2023. Akan tetapi, Jalan Tol Padang — Sicincin sampai saat ini masih belum
bisa beroperasi seperti Jalan Tol Pekanbaru — Bangkinang.

Pelaksanaan Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang — Sicincin untuk saat
ini sudah hampir sepenuhnya selesai dalam pembebasan lahan. Akan tetapi
jika dibandingkan dengan Jalan Tol Pekanbaru — Bangkinang yang telah
beroperasi sejak tahun 2022, pergerakan progres Jalan Tol Padang — Sicincin
dinilai lebih lambat.

Berdasarkan penelitian Dewi dkk (2020), permasalahan Jalan Tol
Padang — Sicincin Trase | terdapat pada status tanah ulayat yang belum
dibedakan antara tanah ulayat nagari, suku, kaum, dan rajo, lalu pada besaran
nilai ganti kerugian yang jauh turun dibanding perkiraan nilai ganti kerugian.
Selanjutnya permasalahan Jalan Tol Padang — Sicincin Trase Il menurut
penelitian Atmojo (2021), terdapat gugatan dari Buyung,Cs dikarenakan
pihak terkait merasa tidak diikut sertakan dalam konsultasi publik, dan
penolakan nilai ganti rugi dari masyarakat.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas maka penulis tertarik
untuk meneliti bagaimana mekanisme, progres Pengadaan Tanah Jalan Tol
Padang — Sicincin dan apa permasalahan yang ditimbulkan dari Pengadaan
Tanah tersebut, beserta bagaimana solusi yang dilakukan untuk mengatas
permasalahan tersebut dengan judul “Mekanisme, Progres, Permasalahan,
dan Solusi Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang — Sicincin di Kabupaten

Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat”.

. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana mekanisme Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
pada Jalan Tol Padang — Sicincin di Kabupaten Padang Pariaman?

2. Bagaimana progres Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum pada

Jalan Tol Padang — Sicincin di Kabupaten Padang Pariaman?



3. Apa saja permasalahan yang timbul dalam Pengadaan Tanah untuk
Kepentingan Umum pada Jalan Tol Padang — Sicincin di Kabupaten
Padang Pariaman?

4. Bagaimana solusi dalam penyelesaian permasalahan Pengadaan Tanah
untuk Kepentingan Umum pada Jalan Tol Padang — Sicincin di
Kabupaten Padang Pariaman?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

a. Mengetahui mekanisme Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
pada Jalan Tol Padang — Sicincin di Kabupaten Padang Pariaman.

b. Mengetahui bagaimana progres Pengadaan Tanah untuk Kepentingan
Umum pada Jalan Tol Padang — Sicincin di Kabupaten Padang
Pariaman.

c. Mengetahui permasalahan yang timbul dalam Pengadaan Tanah
untuk Kepentingan Umum pada Jalan Tol Padang — Sicincin di
Kabupaten Padang Pariaman.

d. Mengetahui solusi terkait permasalahan Pengadaan Tanah untuk
Kepentingan Umum pada Jalan Tol Padang — Sicincin di Kabupaten
Padang Pariaman.

2. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat
teoritis dan praktis, yaitu:

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
sumbangan bagi ilmu pengetahuan di bidang pertanahan pada
umumnya dan khususnya dalam bidang pengadaan tanah untuk
pembangunan bagi kepentingan umum terkait pengadaan tanah jalan
tol.



b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1) Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan memperkaya ilmu
pengetahuan peneliti dan menambah wawasan peneliti terkait
penyelesaian permasalahan pengadaan tanah jalan tol khususnya
di Sumatera Barat.

2) Bagi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), penelitian ini
diharapkan dapat memperkaya keilmuan dan penelitian di
bidang pertanahan terkait penyelesaian permasalahan pengadaan
tanah jalan tol khususnya di Sumatera Barat.

3) Bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional (ATR/BPN), penelitian ini diharapkan dapat
memberikan gambaran mengenai penyelesaian permasalahan
pengadaan tanah jalan tol khususnya di Sumatera Barat.

4) Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan memberikan
pengetahuan khususnya masyarakat yang masih belum tau apa
itu pengadaan tanah dan apa manfaatnya bagi masyarakat itu

sendiri.

D. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian, yaitu pembuktian bahwasannya masalah yang akan
diteliti memiliki perbedaan dengan judul penelitian sebelumnya, atau
permasalahan yang akan diteliti belum terpecahkan oleh peneliti sebelumnya
harus dinyatakan tegas dalam keaslian penelitian yang berarti bukan
merupakan replika dari penelitian sebelumnya. Walaupun judul ataupun
obyek yang diangkat dan yang diteliti sama, tetap harus menyebutkan dan
menuliskan nama, judul pengarang, dan apa perbedaannya dari peneliti
sebelumnya (Anasti dkk 2023,11). Keaslian penelitian ini dapat ditinjau dari
kajian terdahulu atau dalam bahasa Inggris disebut “literature review"
bertujuan untuk memberikan ulasan singkat dan seimbang dari literatur yang
telah disitasi sesuai dengan subjek yang dikaji dengan cara mengambil intisari

sehingga peneliti dapat memahami apa yang akan disampaikan tentang suatu



masalah sebelum melakukan penelitian (Waty dkk 2023,21). Kajian terdahulu
yang berkaitan dengan penelitian Mekanisme, Progres, Permasalahan, dan
Solusi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Jalan
Tol, khususnya penelitian tentang Jalan Tol Padang — Sicincin di Kabupaten

Padang Pariaman terdapat pada tabel 1.



Tabel 1 Keaslian Penelitian

NO | Nama Peneliti Judul Penelitian Tah!m Jen_|s: Met(_)qe Hasil Penelitian
Penelitian | Penelitian | Penelitian
1 2 3 4 5 6 7
1 Asih Retno Pemetaan Masalah 2020 Bhumi : Kualitatif, | Hasil dari penelitian tersebut adalah beberapa faktor
Dewi, Pengadaan Tanah Jurnal pendekatan | penghambat proses pengadaan tanah di Kabupaten
Sutaryono, dengan Objek Tanah Agraria deskriptif | Padang Pariaman terdapat pada pemangku kepentingan
Alifia Ulayat (Kasus Jalan Tol dan yang terlibat dalam proses pengadaan tanah. Sedangkan
Nurhikmahwati Padang-Sicincin) Pertanahan, permasalahan yang terjadi dalam pengadaan tanah ini
STPN adalah belum adanya kejelasan subjek dan objek tanah
ulayat yang terkena pengadaan tanah, dokumen
perencanaan yang kurang baik, sosialisasi dan
konsultasi publik yang kurang bermakna, penilaian
ganti kerugian yang belum memperhitungkan tanah
sebagai hak ulayat yang bersifat komunal, serta kurang
dilibatkannya masyarakat yang berhak dan terdampak
dalam perencanaan pengadaan tanah Jalan Tol Padang-
Sicincin Trase I.
2 | Agus Purwanto Problematika 2021 Skripsi, Kualitatif, | Hasil penelitiannya menjelaskan perbedaan fokus
Atmojo Pengadaan Tanah untuk STPN pendekatan | penelitian dengan beberapa penelitian terdahulu adalah
Jalan Tol Padang- sosiolegal | terkait lokasi penelitian yang berbeda dan sasaran hasil

Pekanbaru dalam
Perspektif Hukum Adat
di Kabupaten Padang
Pariaman Provinsi
Sumatera Barat

yang ingin  diperoleh  mengenai  penjabaran
permasalahan yang timbul dalam pengadaan tanah Tol
Padang-Pekanbaru khususnya trase 1, serta mengetahui
strategi apa yang dapat dilakukan untuk percepatan
pelaksanaan pengadaan tanah ini, serta dapat
memberikan saran dan masukan tentang pengadaan
tanah khusunya di kawasan hukum adat Minangkabau.

Bersambung...
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... Sambungan Tabel 1

2 3 4 5 6 7

Said Al Mekanisme 2019 Skripsi, Kualitatif, . . . .
Mukahfi Pelaksanaan Pengadaan UIN Ar- | pendekatan HE}ST( penelltlangya minjglallskar]r | Sm elkalglsrge
Tanah Jalan Tol Sigli- Raniry normatif | Pe'axsanaan pengacaan tanah Jalan To >lgli-banda
Banda Aceh Di empiris Aceh memiliki sedikit kendala yang berkaitan dengan
Kecamatan Blan P penolakan Masyarakat terhadap besarnya nilai ganti
Bintana Kabu atgn kerugian yang ditetapkan oleh ketua pelaksana
Aceh Bgsar ( Aﬁalisis pengadaan tanah. Dapat disimpulkan dua macam ganti
Kelavakan Ganti Rugi rugi yang dianggap layak dan adil yaitu ganti rugi yang
Mg’nurut Undan _g dimana penerima akan memperoleh kehidupan dan
Undan NomorZT%hun kelangsungan hidup yang lebih baik dari sebelum
2812 Tentan terkena pengadaan tanah, selanjutnya nilai ganti rugi
Penaadaan Tanatha i yang diberikan harus memungkinkan penerima ganti
Per%ban unan UntuE rugi memperoleh pengganti tanah, bangunan, dan/atau

Kepentir?gan Umum) tanaman di tempat lain.

Mohammad Pelaksanaan Pengadaan 2015 Skripsi, Kualitatif, | Hasil penelitiannya menjelaskan kendala dalam
Paurindra Tanah Bagi UNNES | pendekatan | pengadaan tanah Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten
Ekasetya Pembangunan Untuk yuridis Brebes yaitu terjadinya jual beli lahan secara bebas,

Kepentingan Umum sosiologis | terjadinya proses waris, adanya kepemilikan tanah

(Studi Analisis Pada
Pembangunan Jalan Tol
Trans Jawa Di
Kabupaten Brebes)

absentee/guntai, tidak sepakat dengan harga yang
ditawarkan. Dari kendala tersebut upaya yang dilakukan
panitia pengadaan tanah yaitu adanya peran akif panitia
pengadaan tanah dalam melakukan musyawarah
mufakat, melakukan mediasi dan pendekatan secara
persuasif, serta dilakukan pemahaman dan pengertian
mengenai fungsi sosial tanah. Maka dapat disimpulkan
bahwa peran panitia pengadaan tanah sangat diperlukan,
terutama untuk mengatasi kendala — kendala yang
terjadi dalam pengadaan tanah.

Bersambung...
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... Sambungan Tabel 1

2 3 4 5 6 7

Suraji, Noudy | Analisa Permasalahan 2022 Jurnal, Kualitatif, | Hasil penelitiannya menjelaskan dalam Pembangunan
R.P. Tendean, Pengadaan Tanah dan IPDN pendekatan | Jalan Tol Manado — Bitung khususnya di wilayah Kota
Hestiwati Dampak Sosial deskriptif | Bitung terdapat beberapa permasalahan yang pada
Basir, Adelia A | Pembangunan Jalan Tol umumnya terjadi dalam permasalahan harga ganti rugi
Ashifa Z.W, Manado-Bitung (Studi yang ditawarkan, permasalahan status tanah,
KMS Kasus di Kelurahan permasalahan perbedaan hasil ukur lahan dan penetapan
Ramadhan D Girian Permai batas bidang tanah/sengketa batas, dll. Sehingga Solusi
Kecamatan Girian Kota terkait permasalahan tersebut ialah meningkatkan harga
Bitung) ganti rugi atas lahan atau tanah untuk menjamin
keberlangsungan hidup yang lebih baik, melaksanakan
konsultasi public secara lebih intensif, percepatan
proses pembayaran ganti rugi, dan mempercepat
pengadaan sarana ibadah untuk mengganti sarana

ibadah yang terkena pembebasan.
Dhea Emeralda | Mekanisme, Progres, 2024 Skripsi, Yuridis- | Hasil penelitiannya menjelaskan mekanisme Pengadaan
Annisa Permasalahan, dan STPN empiris | Tanah Jalan Tol Padang — Sicincin mulai dari trase |
Solusi Pengadaan Tanah pendekatan | hingga trase Il, menjelaskan progres Pengadaan Tanah
Jalan Tol Padang - sosiolegal | Jalan Tol Padang — Sicincin di tahun 2024, menjabarkan
Sicincin di Kabupaten permasalahan yang terjadi dalam sisa bidang konsinyasi
Padang Pariaman trase I, dan 72 bidang belum terbebaskan pada trase I,
Provinsi Sumatera Barat dan permasalahan berdasarkan tahapannya, adapun
solusi yang dijelaskan yaitu solusi dari pemerintah pusat
berupa PP 39 Tahun 2023, Tim Percepatan dari Pemprov
Sumatera Barat, dan Solusi dari penulis berdasarkan

tahapannya
Sumber : Data Penelitian 2024
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Berdasarkan Tabel 1, terdapat perbedaan penelitian Dewi dkk (2020) dan
Atmojo (2021) dengan penelitian ini. Adapun novelty atau kebaharuan dari
penelitian ini yaitu:

1. Pada penelitian Dewi dkk (2020) dan Atmojo (2021) hanya salah satu dari
trase | atau trase Il yang diangkat oleh peneliti terdahulu tersebut, sedangkan
peneliti meneliti kedua trase tersebut.

2. Perbedaan lainnya yaitu juga berdasarkan progres pengadaan tanah pada saat
dilakukan penelitian. Dimana pada penelitian terdahulu progres pengadaan
tanah masih kurang dari 50% dan belum diketahui permasalahan hingga akhir
progres yang hampir mencapai 100% pada saat ini.

3. Selain itu, pada penelitian terdahulu juga masih berdasarkan pada peraturan
yang lama yaitu Undang — Undang Nomor 2 Tahun 2012, Perkaban Nomor 6
Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021. Sedangkan pada
penelitian ini terdapat perkembangan regulasi yaitu Peraturan Pemerintah
Nomor 39 Tahun 2023. Akan tetapi pada PP 39 Tahun 2023 masih adanya
ruang abu-abu terhadap subjek yang tidak diketahui (no name). Dimana
dalam PP 19 Tahun 2021 subjek tidak diketahui dan subjek tidak diketahui
keberadaannya kedua-dua nya dapat dikonsinyasikan. Sedangkan pada PP 39
Tahun 2023 hanya subjek yang tidak diketahui keberadaannya saja yang
dapat dikonsinyasikan.
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BAB IX
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian dapat disimpulkan
sebagai berikut :

1. Mekanisme Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang — Sicincin Trase | hingga
Trase Il mengikuti UU Nomor 2 Tahun 2012 dan hingga saat ini
mengacu pada PP Nomor 39 Tahun 2023 melalui empat tahapan yaitu
tahap perencanaan, tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap
penyerahan hasil.

2. Progres Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang — Sicincin per-tanggal 21 Mei
2024 Trase | telah mencapai 100% dan menyisakan 108 bidang
konsinyasi. Sedangkan pada Trase Il mencapai 95,20% dan menyisakan
72 bidang yang belum terbebaskan.

3. Permasalahan Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang — Sicincin pada bidang
tanah Trase | dan Trase Il terdapat kendala yang terjadi dari tahap
perencanaan berupa ketidaksesuaian isi dalam DPPT dengan yang terjadi
di lapangan, lalu adanya ketidak merataan konsultasi publik pada tahap
persiapan, hingga rumitnya permasalahan pembebasan lahan jalan tol
pada tahap pelaksanaan tersebut.

4. Solusi dari permasalahan Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang — Sicincin
pertama adanya regulasi terbaru seperti PP 39 Tahun 2023, Tim yang
sangat berperan dalam kerja sama pembebasan lahan pengadaan tanah
tersebut, dan solusi dari penulis terkait permasalahan yang terjadi yaitu
perlu nya komunikasi mulai dari lingkup internal, jika tidak bisa

diselesaikan lanjut kelingkup lebih atas.
B. Saran

1. Instansi yang memerlukan tanah dalam hal Pengadaan Tanah Jalan Tol

Padang — Sicincin yaitu PUPR, sebaiknya melampirkan Analisis
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Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dengan pendekatan
antropologi kepada status tanah ulayat.

Perlu ditambahnya anggaran didalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) terkait biaya akomodasi atau transportasi dalam penyelesaian
tanah ulayat. Dikarenakan mengingat tanah ulayat merupakan pemilikan
komunal, oleh karena itu perlu dilibatkan anggota kaum dalam
musyawarah pelepasan tanah ulayat tersebut.

Perlunya penerbitan regulasi terbaru terkait petunjuk teknis mengenai
peraruran terbaru yaitu PP Nomor 39 Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh
Kementerian ATR/BPN, agar petunjuk teknis tersebut menjadi acuan yang
lebih jelas dan lebih update dalam pelaksanaan pengadaan tanah dan tidak
simpang siur antar pihak yang terkait.

. Adanya rapat rutin oleh tim pembebasan lahan jalan tol Padang — Sicincin
satu hingga dua kali sebulan untuk evaluasi terkait progres pengadaan
tanah tersebut agar semua instansi atau pun kemeterian dan lembaga yang
terkait dalam pembebasan lahan jalan tol tersebut dapat lebih terpacu
untuk mempercepat kinerjanya.

. Jalan Tol Padang — Sicincin merupakan suatu fasilitasi yang sangat positif
bagi Provinsi Sumatera Barat, akan tetapi masih banyak masyarakat yang
memandang sebelah mata terkait proyek tersebut. Oleh karena itu,
sebaiknya Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat perlu
mempromosikan jalan tol tersebut didalam platform media sosial terkait
progres terbaru, beserta keuntungan, dan keindahan jalan tol tersebut. Hal
ini bertujuan agar banyak nya support dari masyarakat untuk menanti

Jalan Tol pertama tersebut hadir di Sumatera Barat.
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